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BUPAT! DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 2TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan
Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Berakhir pada Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Deli Serdang tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahtun 2025-2026.

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (trmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 terltang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2022
Nomor 238, Tambahan kmbaran Negara republik
Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan l.embaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 47251 sebagarmana telah
diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Ke{a menjadi Undang-Undang (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tental:^g Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 77,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
60421;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 70 tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



Memperhatikan

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90O.1.f 5.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun
2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2010 Nomor 3);

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran
Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran
Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O21 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangu.nan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2Ol9-
2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Deli Serdalg Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Deli Serdang Tahun 2Ol9-2O24;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1

Tahun 2O2l tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O2l-2O41 (Lembaran
Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 1).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2O23
tentang Penyusunan Dokumen Perancanaan
Pembangunan Daerah bagr Daerah dengan Periode
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Berakhir pada Tahun 2024.



MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa,l 1

Dalam Peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdalg.

2. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggaraal Pemerintah

Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urllsan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dal Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan

Tugas Pembantu dengan Prinsip Ekonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah yalg selanjutnya disingkat PD adalah

unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggara

urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan

daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya

disebut Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah yang

memiliki fungsi penunjang Perencanaan, Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dal Pengembangan

Kabupaten Deli Serdang.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen

Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

RPD adalah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

untuk periode 2 (dua) tahun sebagai pedoman untuk
penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pembangunan

Daerah Tahun 2025-2026.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan

Pembangunan untuk periode 2 (dua) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan bupati ini adalah sebagai

pedoman:

a. Kepala Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2025-2026;

b. Penl,usunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Deli

Serdang Tahun 2O25-2026.

(2) Peraturan Bupati ini bertujual untuk:

a. Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2O25-2026;

b. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

sinergis dan terpadu antara Perencanaan

Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah; dan



c. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli

Serdang Tahun 2025-2026 menjadi pedoman untuk

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-

2026,RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026.

BAEI III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

Kabupaten deli Serdang disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

b. BAB II Gambaran Umum

c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah

d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis

e. BAB V Tujuan dan Sasaran

f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Prioritas

g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan

Program Perangkat Daerah

h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

i. BAB IX Penutup

(2) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terca-ntum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 19 Januai2024

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

M. ALI YUSUF SIREGAR

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMURTUMANGGOR

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BA H

MUSLIH SIREGAR,SH
NIP. 19840820 201001 1 017
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